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WALI KOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 

 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK   

 NOMOR 8 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA PONTIANAK, 

 
Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan  Keuangan yang telah diperiksa 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; 
 
 

SALINAN 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Pontianak Tahun Anggaran 2021; 

 
Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II 

Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);  

 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
 
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6409); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6736); 

 
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6178); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11  Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 
 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 
 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
 

23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran  Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Nomor 175);  
 

24. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun  2020 tentang  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah       

Tahun  Anggaran 2021 (Lembaran  Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 18) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 18 Tahun  2020 tentang  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  Anggaran 2021 
(Lembaran  Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 13); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK 
 

dan 
 

WALI KOTA PONTIANAK 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021. 
 
 

 
Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat: 

a. laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

b. laporan realisasi anggaran; 

c. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

d. neraca; 

e. laporan operasional; 

f. laporan arus kas; 

g. laporan perubahan ekuitas; dan 

h. catatan atas laporan keuangan. 
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. 

 
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan 

usaha milik daerah/perusahaan daerah. 
 

 
Pasal 2 

 

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dengan Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 

adalah sebagai berikut: 

a.  pendapatan Rp. 1.573.721.427.450,69

789,862.663.622.287.

316,321.512.476.062.

493,858.516.388.060.

4905,054 

b.  belanja Rp. 1.638.258.591.231,52

77.097.767.990,6150

4.429.559,762.476.06

2.493,85428.917.646.

777,12 

 

surplus/defisit Rp. (64.537.163.780,83) 

c. pembiayaan 

 Penerimaan 

  

 1. penerimaan Rp. 127.816.887.133,07 

 2. pengeluaran Rp. 30.500.000.000,00 

 pembiayaan Netto Rp. 97.316.887.133,07 

 SILPA Rp. 32.779.723.352,24  
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Pasal 3 

 

Uraian Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 adalah 
sebagai berikut: 

 
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 127.640.157.831,31 dengan rincian  

sebagai berikut: 

1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.701.361.585.282,00 

2. realisasi  Rp. 1.573.721.427.450,69 

 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 127.640.157.831,31 

 

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 188.664.378.734,48 dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.826.922.969.966,00 

2. realisasi  Rp. 1.638.258.591.231,52 

 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 188.664.378.734,48 

 
c.  selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (61.024.220.903,17) dengan rincian 

sebagai berikut: 
 

1. surplus/Defisit anggaran setelah Perubahan  Rp. (125.561.384.684,00) 

2. realisasi   Rp. (64.537.163.780,83) 

                           Selisih Lebih/(Kurang)  Rp. (61.024.220.903,17) 
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d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 28.244.497.550,93 dengan 
rincian sebagai berikut: 

 

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 156.061.384.684,00 

2. realisasi  Rp. 127.816.887.133,07 

 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 28.244.497.550,93 

 
 

e.  selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00  dengan rincian 
sebagai berikut: 

 

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 30.500.000.000,00 

2. realisasi  Rp. 30.500.000.000,00 

 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 0,00  

    

f.  selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 28.244.497.550,93 dengan rincian 

sebagai berikut: 
 

1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan  Rp. 125.561384.684,00 

2. realisasi   Rp. 97.316.887.133,07 

 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 28.244.497.550,93 
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Pasal 4 
 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun yang 
berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

a. pendapatan Rp

.. 

1.573.721.427.450,69

789,862.663.622.287.

316,321.512.476.062.

493,858.516.388.060.

4905,054 

b.  belanja Rp 1.638.258.591.231,52

77.097.767.990,6150

4.429.559,762.476.06

2.493,85428.917.646.

777,12 

c.  

surplus/defisit 

pembiayaan 

Rp (64.537.163.780,83) 

 1. penerimaan Rp 127.816.887.133,07 

 2. pengeluaran Rp 30.500.000.000,00 

 pembiayaan Netto Rp 97.316.887.133,07 

 SILPA Rp 32.779.723.352,24  

Pasal 5 

 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c 

dengan Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021  adalah sebagai berikut: 
 

a. saldo anggaran lebih awal Rp. 36.012.635.884,07  

b. penggunaan saldo anggaran lebih Rp.  36.012.032.284,07 

c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran 

(SILPA/SIKPA) 

Rp.  32.779.723.352,24 

d. koreksi kesalahan pembukuan tahun 

sebelumnya   

Rp. (603.600,00) 

e. Lain-lain Rp. 0,00 

f. saldo anggaran lebih akhir Rp. 32.779.723.352,24 
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Pasal 6 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2021 adalah 
sebagai berikut: 

 

a. jumlah aset Rp. 9.280.618.085.253,04 

b. jumlah kewajiban Rp. 203.510.513.895,59 

c. jumlah ekuitas Rp. 9.077.107.571.357,45 

d. Jumlah kewajiban 

dan ekuitas 

Rp. 9.280.618.085.253,04 

 

Pasal 7 
 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dengan Tahun yang 

berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 
 

a. pendapatan Rp. 1.664.426.355.433,73 

b. beban Rp. 1.571.139.587.343,97 

c. surplus/defisit dari operasional Rp. 93.286.768.089,76 

d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional Rp. 711.986.406,95 

e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa Rp. 93.998.754.496,71 

f. surplus/defisit dari pos luar biasa  Rp. (12.999.811.037,00) 

e. surplus/defisit laporan operasional Rp. 80.998.943.459,71 
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Pasal 8 
 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f dengan Tahun yang 
berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 
 

a. saldo kas awal di Bendahara Umum Daerah per 1 Januari tahun 2021 Rp. 36.014.770.384,07 

b. arus kas dari aktivitas operasi Rp. 322.332.672.615,01  

c. arus kas dari aktivitas investasi Rp. (417.369.836.395,84) 

d. arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 91.804.854.849,00 

e. arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 1.238.000,00 

f. kas di bendahara umum daerah Rp. 20.969.867.045,02 

g. kas di bendahara pengeluaran Rp. 32.779.500.560,24 

h. kas di bendahara penerimaan Rp. 4.198.892,00 

i. kas di badan layanan umum daerah  Rp. 0,00 

j. kas lainnya Rp. 0,00 

k. saldo akhir kas per 31 Desember 2021  Rp. 32.783.699.452,24 

 
Pasal 9 

 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)  huruf g dengan Tahun 

yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

 

a. ekuitas awal Rp. 8.627.679.851.696,31 

b. suplus/defisit laporan operasional  Rp. 80.998.943.459,71 

c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp. 368.428.776.201,43 

d. ekuitas akhir Rp. 9.077.107.571.357,45 
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Pasal 10 

 
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h Tahun 

Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 
 

 
Pasal 11 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021; 
 Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi; 
 Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

 
 

 Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
 Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan  

Sub Kegiatan beserta Keluaran; 
 Lampiran I.5  Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk 

keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 
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 Lampiran I.6  Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk 

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum; 
b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;  

c. Lampiran III : Laporan Operasional; 
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Lampiran V : Neraca; 
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; 
g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; 

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 
i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; 
k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 
Daerah; 

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; 
o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; 
q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 
s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan 

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 
Daerah. 

 
 

Pasal 12 
 
Lampiran Laporan Keuangan berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran V dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasal 13 
 

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan 

Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari: 
a. laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Laporan Keuangan 

Pemerintah Kota Pontianak; 

b. laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 
c. laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.  

 
 

Pasal 14 
 

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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Pasal 15 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. 

 
Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal 10 Agustus 2022      
 

WALI KOTA PONTIANAK, 
 

        ttd 

     
                                                                                                                                     EDI RUSDI KAMTONO 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 10 Agustus 2022 

 

     SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 
 

                               ttd 
 

                              MULYADI 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  TAHUN 2022 NOMOR 8 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 8/2022 ) 

 

 

 


